
82

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan eksistensi

peradilan adat setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus Papua

masih ada sejak dahulu sampai sekarang, tetapi sekarang ini sudah mulai

berkurang karena masyarakat hukum adat sekarang kurang melaporkan

pelanggaran adat kepada dewan adat atau petugas adat yang berwenang, tetapi

masyarakat lebih banyak melaporkan pelanggaran adat kepada polisi. Hal ini

terjadi karena masyarakat takut terhadap sanksi adat yang dirasakan lebih

memberatkan daripada hukum positif. Selain itu berkurangnya laporan ke

dewan adat dikarenakan perkembangan jaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:

1. dalam menyelesaikan suatu masalah atau kesepakatan adat seharusnya

dewan adat mempunyai catatan atau data penyelesaian adat tersebut,

sehingga dapat dijadikan bukti legalitas apabila suatu saat jika diperlukan

2. peradilan adat papua harus terus di jaga dan di lestarikan sehingga tidak

punah oleh perkembangan jaman.
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